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ABSTRAK 

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen merupakan memandang bahwa 

Kebijakan Pengurangan BPHTB menjadi momentum untuk memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah, sebagai esensi dari 

program strategis nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi kebijakan pengurangan BPHTB dalam PTSL dan seberapa 

pengaruhnya dalam akselerasi PTSL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode campuran. Implementasi Kebijakan Pengurangan BPHTB dengan 

menggunakan konsep Goerge C. Edward III dan Box-Plot untuk memberikan 

gambaran persebaran data serta akselerasinya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Kebijakan Pengurangan BPHTB sebesar 100% kepada wajib pajak dalam 

PTSL belum efektif dan efisien. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang 

tidak signifikan terhadap akselerasi PTSL. Namun, setelah dilaksanakan PTSL PM 

target bisa direalisasikan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Diharapkan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berkolaborasi bersama Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kebumen untuk melakukan sosialisasi serta melakukan persiapan dan 

perencanaan lebih baik untuk program selanjutnya. 

 

 

Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Kebijakan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah, 

Akselerasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menargetkan  terdapat  126 

juta bidang tanah yang telah bersertipikat pada tahun 2025 (Ihza, Rahmatunnisa 

& Mulyana, 2021). Pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah melalui program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut selanjutnya disingkat menjadi 

PTSL. Program tersebut mulai berjalan pada tahun 2016 hingga saat ini dan 

mengalami berbagai banyak dinamika dalam pelaksanaannya. 

Menurut data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen tahun 2021, 

Kabupaten Kebumen memiliki jumlah bidang tanah sebanyak 1.348.496 bidang 

tanah, sebanyak 401.534 bidang tanah sudah bersertipikat atau 30% dari total 

keseluruhan bidang tanah. Sedangkan bidang tanah yang belum tersertipikat 

sebanyak 946.962 bidang atau 70% dari total keseluruhan bidang tanah 

(Widodo, 2022). Percepatan pendaftaran tanah yang sudah berlangsung 

beberapa tahun lalu masih belum mampu untuk memenuhi target yang ada. Hal 

tersebut tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah mengingat 

pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah tersertipikat pada tahun 2025.  

Dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 

Republik Indonesia menunjukkan bahwa pendaftaran tanah adalah suatu hal 

yang penting untuk segera dilaksanakan sesuai dengan target yang telah di 

tetapkan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menuangkan dalam regulasi Nomor 

6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan adanya 

peraturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang 

dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi 

kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia, di harapkan dapat mewujudkan tujuan dari PTSL 

yaitu mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak 

atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, 
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merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan 

mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Febrianto, 2021). 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran 

Tanah disebutkan bahwa “pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 

teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya” (Juknis PTSL 2023). 

 Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2018 yang tertuang dalam pasal 

18 dan 42 menyebutkan bahwa ada kemungkinan untuk mengoptimalkan 

partisipasi masyarakat (PM) dan perangkat desa dalam kegiatan pengumpulan 

data yuridis tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan Petugas Pengumpul 

Data Pertanahan (Puldatan). Perlu adanya inovasi dan payung hukum yang 

memungkinkan partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam pelaksanaan 

tugas pengumpulan data yuridis (Marryanti, S. & Purbawa,  2018).    

 Dalam skripsi Adi Olman (2016) menjelaskan bahwa masyarakat dapat 

membentuk kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (Pokmasdartibnah) 

untuk mendukung program Kantor Pertanahan dalam proses pengumpulan data 

selama PTSL. Dengan terbentuknya Pokmasdartibnah yang efektif, telah 

terbukti dapat mempercepat proses sertipikasi tanah di Desa Tutur dan Desa 

Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. 

 Pada hakikatnya, seluruh proses pendaftaran tanah tidak semata-mata 

berada dalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional, melainkan terkait 

dengan instansi lain seperti Kementerian Keuangan untuk Pajak Penghasilan 
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(PPh) dan pemerintah daerah dalam hal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) dan PPAT/Notaris dalam suatu dokumen hukum berupa 

akta otentik sebagai salah satu syarat penerbitan sertipikat. Persyaratan PPH, 

BPHTB dan akta merupakan salah satu faktor utama yang menghambat 

pendaftaran tanah. (Mujiburohman, 2018). 

 Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah 

otonom yang memandang bahwa Kebijakan Pengurangan BPHTB menjadi 

momentum untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh 

hak atas tanah, sebagai esensi dari program strategis nasional. Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kebumen memberikan pengurangan BPHTB dalam 

program PTSL. Hal tersebut selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten 

Kebumen yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 yaitu strategi 

penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pengurangan beban 

pengeluaran masyarakat miskin. 

Secara konstitusi kebijakan pengurangan BPHTB tersebut dituangkan 

dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten 

Kebumen. Dalam pasal 22 peraturan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak 

orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program PTSL mendapatkan 

pengurangan. Besaran pengurangan tersebut dijelaskan dalam pasal 23, yaitu 

sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk wajib pajak.  

 Dengan latar belakang yang menunjukkan PTSL belum sepenuhnya 

mencapai target yang direncanakan juga dengan adanya dukungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kebumen yang memberikan Pengurangan BPHTB. Oleh 

karena itu peneliti melakukan penelitian dengan lokasi di Kabupaten Kebumen 

dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengurangan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan Dalam Akselerasi Pelaksanaan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (Studi di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kebumen )” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pengurangan BPHTB dalam PTSL PM 

di Kabupaten Kebumen? 

2. Seberapa pengaruh implementasi Kebijakan Pengurangan BPHTB dalam 

akselerasi pelaksanaan PTSL PM di Kabupaten Kebumen? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan antara lain untuk: 

a. Mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Pengurangan 

BPHTB dalam pelaksanaan PTSL PM di Kabupaten Kebumen; 

b. Mengetahui akselerasi PTSL PM setelah diberlakukannya Kebijakan 

Pengurangan BPHTB. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi KementerianATR/BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten 

kebumen: 

Sebagai sumbangsih pemikiran atau ide bagi pemerintah terkait 

peningkatan kualitas pelayanan dalam mensejahterakan masyarakat 

melalui berbagai program yang dilakukan pemerintah. 

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten kebumen: 

Sebagai sumbangsih pemikiran atau ide bagi pemerintah dalam 

pengambilan kebijakan terkait Pengurangan BPHTB dalam 

pelaksanaan PTSL PM. 

c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: 

Memperkaya keilmuan dan penelitian di bidang pertanahan 

khususnya Kebijakan Pengurangan BPHTB dalam pelaksanaan 

PTSL. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

1. Kebijakan Pengurangan BPHTB sebesar 100% kepada wajib pajak dalam 

PTSL belum efektif dan efisien. Komunikasi yang dibangun masih bersifat 

satu arah dan perlu adanya optimalisasi sumber daya oleh BPKPD sebagai 

implementor dari kebijakan tersebut. 

2. Kebijakan Pengurangan BPHTB memberikan dampak yang tidak signifikan 

terhadap akselerasi PTSL. Target PTSL setelah diberlakukannya kebijakan 

tersebut hanya bisa direalisasikan sebesar 45% . Namun, setelah dilaksanakan 

PTSL PM jumlah realisasi bisa 100% dari target yang telah ditetapkan. 

 

B. REKOMENDASI 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berkolaborasi bersama Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kebumen untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh 

lapisan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah karena terdaftarnya 

tanah seluruh Indonesia merupakan program prioritas nasional. 

2. Setelah diberlakukannya Kebijakan Pengurangan BPHTB dalam PTSL Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kebumen diharapkan lebih baik lagi dalam 

perencanaan dan persiapan untuk program selanjutnya sehingga tujuan 

pendaftaran tanah yang ada di Kabupaten Kebumen bisa tercapai. 
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